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PUTUSAN
Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Srh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh
harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,
sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
surat gugatannya bertanggal 11 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor
299/Pdt.G/2019/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30

Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat
PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :
670/31/VI111/2010 tertanggal 11 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat di Dusun | Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan

Kabupaten Serdang Bedagai;
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3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di
karuniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun;
4, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama lima tahun. Namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di
sebabkan;

1. Tergugat jarang pernah menafkahi Penggugat;

2. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

3. Tergugat sering memaki Penggugat dan keluarga Penggugat;

4. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tanggal 05 Desember 2016, dimana terjadi pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan tindakan
kekerasan dalam rumah tangga hanya karena Penggugat mengatakan
oleh-oleh yang dibawa oleh Penggugat dan Tergugat lebih baik untuk
kakak Tergugat saja. Tidak hanya Tergugat yang melakukan kekerasan
pada Penggugat, akan tetapi kakak kandung Tergugat juga ikut serta
memukul dan mencekik leher Penggugat. Maka dari itu, Penggugat
memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat karena sudah
tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu Penggugat tidak
mengetahui keberadaan atau domisili Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui
pihak keluarga maupun orang - orang dekat dengan Tergugat tidak di
ketahui lagi keberadannya baik didalam maupun di luar Wilayah Republik
Indonesia Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:
18.40.20/470/164/1V/2019 tertanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan
Kepala Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak
terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
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7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah
tangga, namun tidak berrhasil;
8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama SeiRampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sesuai ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis
meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang
dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi
tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan
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dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-daliinya tetap
dipertahankan Penggugat;
Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:
A. Bukti tertulis.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 670/31/VIII/2010 Tanggal 11 April
2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P;
B. Bukti saksi.
1. Saksi I, umur 45 tahun, agama lIslam, pekerjaan lbu Rumah
Tangga, tempat tinggal Jalan Lintas Medan, Desa Sei Buluh, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal
dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tante Penggugat,
menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun | Desa Sei Buluh,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat
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melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak
bulan Desember tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan
perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;
Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak
mengajukan pertanyaan kepada saksi;
2. Saksi Il, umur 55 tahun, agama lIslam, pekerjaan |bu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Asahan, Desa Pantowan Maju,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal
dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tante Penggugat,
menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sahnan Budi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun | Desa Sei Buluh,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat
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melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak
bulan Desember tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan
perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan
Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan
Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat
merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampabh;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)
R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2 serta pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan

menghadiri persidangan;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada
mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah
dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan
150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82
ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang
mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283
R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut
diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam
gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti
surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah
memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat
materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut
tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
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yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara
ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg
jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan
tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah
sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Rahmawati binti
Tugiman) merupakan Tante Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri
yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak
tahun 2016 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah
kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga,
Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sejak bulan Desember 2016
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah
bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung
kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan
yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Zainab binti Ahmad
Tanjung) merupakan Tante Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri
yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak
tahun 2016 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah
kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga,
Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sejak bulan Desember 2016
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah
bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung
kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan
yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg
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karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan
didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat
serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2
orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah
dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
bulan Juli 2010;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
disebabkan, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat
melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan
wanita lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Desember 2016;

5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan
tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat
adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016
sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri,
dan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian
maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud
Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21

yang berbunyi :

835 Jass Ll 1538 B1s3T a8l g0 o50 g5 o

093585 p3a)obY U5 o8 5] 1885 55 8353
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B4

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang
menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang
pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana
maksud yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22
Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang
suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama
dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon
dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon
patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Sei Rampabh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 566
000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10
September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441
Hijriyah, oleh kami NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,
MUHAMMAD REZA FAHLEPI, S.H.l., M.H. dan NUSRA ARINI, S.H.l., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh  NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh
SAMSIYANTO, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

NAHDIYATUL UMMAH, S.AG., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
dto dto
MUHAMMAD REZA FAHLEPI, S.H.I., M.H. NUSRAARINI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
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dto

SAMSIYANTO, S.H.1.

Biaya pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya proses Rp 50.000,00

Biaya Panggilan Rp  470.000,00

Hak redaksi Rp  10.000,00

Meterai Rp 6.000.00

Jumlah biaya Perkara Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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